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PENERAPAN WAKAF DI KANIGORO BLITAR

(Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977

dan UU No. 41 Tahun 2004)

Abstrak
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Sejak kedatangan Islam wakaf telah dilaksa-

nakan ber dasarkan paham yang dianut oleh se-

ba gian besar ma sya rakat Islam Indonesia, yaitu 

de ngan adat kebiasaan se tempat, seperti halnya se-

cara lisan yang mana hal ter sebut atas dasar saling 

percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, ke-

biasaan memandang wakaf se bagai amal saleh yang 

mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus 

melalui prosedur ad mi nistratif, dan harta wakaf di-

anggap milik Allah se mata dan tidak akan pernah ada 

pihak yang berani meng ganggu gugat1.

Mengingat demikian besarnya pahala wakaf, serta 

pe ranan obyek wakaf dalam kehidupan masyarakat 

Islam khususnya di Indonesia, sebagaimana telah 

banyak kita ketahui bahwa hampir semua obyek dari 

per wakafan berupa bangunan yang berfungsi sebagai 

sarana keagamaan, semisal sekolah, madrasah, pe-

1 3DQGXDQ� 3HPEHUGD\DDQ� 7DQDK�:DNDI� 3URGXNWLI� 6WUDWHJLV� 'L� ,QGRQHVLD, 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam (Depag RI , tahun 2007), h. 61

santren, langgar, mushola, rumah sakit, balai peng-

obatan, klinik dan panti asuhan yatim2. Maka sudah 

waktunya tanah wakaf mendapat perhatian yang 

khusus dalam kons telasi hukum tanah nasional

Hal ini mengingat di zaman sekarang hanya dari 

se buah keihlasan dari seseorang yang menyerahkan 

wakaf dan orang-orang yang menerima sebagai 

amanat, tidak dapat dijadikan sebagai jaminan bagi 

ke langsungan tujuan pengelolaan harta wakaf itu 

sendiri, baik bagi si ZDNLI atau PDXTXI�DODLK. Hal ini 

jika ke duanya masih hidup biasanya mungkin tidak 

akan ter jadi apa-apa, tapi kalau keduanya sudah 

meninggal dunia atau salah satu ada yang meninggal 

dunia maka akan menjadi lain masalahnya.

Perkembangan wakaf di Indonesia mengalami 

pe nyim pangan baik peruntukan, maupun pengurusan 

se hingga banyak menimbulkan sengketa antara ahli 

waris dari ZDNLI dan  atau ahli waris nadzir. Hal ini 

2 Al- Alabi Adijani�� 3HUZDNDIDQ� 7DQDK� 'L� ,QGRQHVLD� 'DODP� 7HRUL� 'DQ�

Praktek���5DMD�*UD¿QGR�3HUVDGD��-DNDUWD��WW���K����
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men dorong terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 

28 Tahun 1977

Dalam praktek adanya PP No. 28 tahun 1977 tidak 

dapat efektif karena di sebagian masyarakat ada yang 

enggan untuk mewakafkan tanahnya karena beberapa 

alasan. Seiring dengan adanya Peradilan Agama yang 

di bentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, dibutuhkan suatu pe-

do man untuk menyelesaikan sengketa tentang wakaf 

yang dirasa oleh hakim Pengadilan Agama masih 

kurang apabila hanya mendasarkan ketentuan dari PP 

No. 28 Tahun 19773. Dan diberlakukanya UU No. 41 

tahun 2004 pada pasal 28 tentang perwakafan benda 

ber gerak belum bisa diterapkan. Mengingat selama 

ini berdasarkan PP No. 28 Tahun 1977 ZDNLI hanya 

di batasi pada orang-orang, atau badan hukum yang 

me miliki tanah hak milik dan obyek wakaf pun hanya 

di batasi pada benda tetap yang berupa tanah hak milik 

saja. Untuk memberikan dorongan bagi umat Islam 

untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah kepada Allah 

SWT melalui wakaf, kiranya tidak perlu seseorang itu 

me nunggu mempunyai tanah hak milik. Dan cukup 

se seorang itu memiliki harta baik benda tetap atau 

benda tidak tetap, asalkan benda itu merupakan harta 

milik wakif secara keseluruhan dan adanya niat wakif 

untuk mewakafkan hartanya itu secara kekal atau 

terus menerus. 

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah sosio-legal research 

atau penelitian sosio-legal. Dimana jenis penelitian ini 

sering kali disalahartikan sebagai penelitian hukum. 

Hal itu disebabkan baik pada penelitian yang bersifat 

sosial maupun penelitian hukum mempunyai obyek 

yang sama, yaitu hukum. Akan tetapi, penelitian yang 

ber sifat sosi-legal hanya menempatkan hukum se-

bagai gejala sosial. Oleh karena itulah di dalam pe-

ne litian sosio-legal hukum selalu dikaitkan dengan 

ma salah sosial. Adapun pengertian penelitian sosio-

legal adalah penelitian yang menitik beratkan pe laku 

in di vidu atau masyarakat dalam kaitanya dengan 

hukum. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat di sang-

kal bahwa yang paling sering menjadi topik di  dalam 

pe ne litian sosio-legal adalah masalah efek ti vitas 

aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, 

peranan lembaga atau institusi hukum dalam pe-

negakan hukum, implementasi aturan hukum, pe nga-

ruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu 

ata u sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu 

3 3DQGXDQ�3HPEHUGD\DDQ�7DQDK�:DNDI�3URGXNWLI�� h. 20-34

ter hadap aturan hukum. Dalam pe ne litian semacam 

itu, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan 

faktor-faktor non hukum yang mem pengaruhi hukum 

di pandang sebagai variabel bebas.4 
Data primer, yaitu data yang secara langsung di-

per oleh dari masyarakat5 yang disusun dari pe ngum-

pulan data lapangan dalam pelaksanaan pe ne litian 

la pangan, yang dilakukan dengan meng gu nakan 

metode interview (tanya jawab) dengan para res -

ponden penelitian.

Tanya jawab disini akan dilakukan secara ter-

buka, yang dimaksudkan agar penelitian ini dapat 

mem peroleh data yang efektif dan mendalam serta 

se suai dengan kenyataan mengenai pelaksanaan 

maupun proses perwakafan tanah yang terjadi di 

lokasi penelitian. Ada pun responden tersebut me-

li puti:beberapa orang dari pihak dari KUA Kec. 

Kanigoro

Data Sekunder, data yang diperoleh melalui 

bahan kepustakaan dikumpulkan dari berbagai tu-

lisan, baik yang berupa laporan dari hasil penelitian 

se belumnya maupun tulisan dan karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang membahas persoalan yang sama, 

de mikian juga pendapat para pakar mengenai hal ter-

sebut. 

Pembahasan

Kondisi Keagamaan 

Jumlah penduduk di Kecamatan Kanigoro Kab. 

Blitar 99 % beragama Islam, berdasarkan Tahun 2009 

GDUL�MDGZDO�DNWL¿WDV�UXWLQ�SHQGXGXN�GDODP�NHJLDWDQ\D�

\DQJ� EHUVLIDW� NHURKDQLDQ�� $GDSXQ� -DGZDO� DNWL¿WDV�

pen  duduk dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ke-

rohanian6 (Tabel I).

Sedangkan terkait pada sarana tempat per iba-

datanya di Kec. Kanigoro berupa: 35 masjid dan 

163 surau/ langgar dan juga terdapat jenis Lembaga 

atau Organisasi kemasyarakatan yang berupa Majlis 

Ta’lim/Kelompok Pengajian dan Yayasan.

Hal ini dikaji karena masalah perwakafan tanah 

sangat erat hubunganya dengan agama, dimana para 

wakif mewakafkan tanahnya karena ingin me lak sa-

nakan ajaran agama dan keinginan untuk mendapat-

kan pahala dalam perbuatan perwakafan ta nah nya 

ter sebut .

4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007), h : 87

5 Rony Hanitjo Soemitro�� 0HWRGRORJL� 3HQHOLWLDQ� +XNXP (Jakarta:Ghaila 

Indonesia, 1983), h : 14

6 Istikharoh, ZDZDQFDUD (Kanigoro, 10 April 20100
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Kondisi Ekonomi 

Berdasarkan mata pencaharianya penduduk di 

wi layah Kec. Kanigoro Kab. Blitar terdiri atas Pegawai 

Ne geri, Pengusaha, Pedagang, Petani, Buruh Tani, 

Wi ra  swasta dll. Namun yang paling dominan dari 

sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk 

adalah pertanian, dengan jumlah prosentase perkiraan 

90 persen7.
Dalam bidang ekonomi di Kec. Kanigoro Kab. 

Blitar wakaf memegang peranan penting dalam ke-

sei m bangan kehidupan masyarakat yang vital dengan 

pr i badi-pribadi muslim untuk memberikan sedekah 

apa bila masyarakat membutuhkan tempat ibadah, 

yayasan yatim dan panti jompo dan juga bentuk dari 

per wakafan lainnya.8 

Pengertian wakaf

Apabila ditinjau dari ketentuan syariat Islam, 

maka persoalan perwakafan adalah sangat sederhana, 

sebab hanya dilandasi pada adanya saling percaya 

di antara para pihak yang terlibat dalam perwakafan, 

tanpa proses administrasi yang baik. Sebagaimana 

per wakafan yang terjadi pada sebagian lokasi di Kec. 

Kanigoro Kab. Blitar, pada dasarnya sangat sederhana 

sekali, yaitu mulai dari penyerahan benda wakaf ke-

pada pengurus, yang pelaksanaanya dengan cara 

tidak formal, yaitu hanya dengan sebuah pernyataan 

bahwa tanah tersebut telah diwakafkan kepada pihak 

pe nerima wakaf untuk dijadikan Masjid atau untuk 

ke pentingan masyarakat setempat “Wakaf adalah 

7 Sofyan, ZDZDQFDUD (Kanigoro, 9 April 20100)

8 Sahuri, ZDZDQFDUD (Kanigoro, 9 April 20100)

pem berian sebidang tanah dari masyarakat pribadi 

untuk pondok atau  madrasah setempat ´�  
Diutarakan juga ³Wakaf itu menahan harta 

untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, 

yang barangnya berupa tanah atau bangunan, milik 

pribadi dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan 

umum guna mendekatkan diri kepada Allah SWT�”10 

Yang diteruskan juga  menurut pandangan beliau juga 

“Wakaf itu juga merupakan ibadah yang mengandung 

dua dimensi dalam hubungan manusia dengan sesama 

ma nusia juga hubungan manusia dengan Allah atau 

hablumminallah dan hablum minannas.”11 

Juga ditegaskan oleh salah satu pejabat di KUA 

bahwa sesuai berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 

ten tang wakaf, wakaf adalah “Wakaf itu perbuatan 

hukum wakif untuk menyerahkan harta benda mi lik-

nya untuk dapat dimanfaatkan dengan tidak me lang-

gar Syariah Islam dan harus berdasar atas tujuan dari 

Syari’ah Islam itu sendiri”12

Dasar Hukum Wakaf

Dalam kaitanya dengan dasar hukum wakaf, 

ada be berapa argumen yang dikemukakan, misalnya 

yang di kutip dari Hadits Rasulullah SAW yang di-

ri wayat kan oleh Muslim dari Abi Hurairah yang 

terjemahannya: 

9 Sahuri, ZDZDQFDUD (Kanigoro, 9 April 20100)

10 Gus Taki, ZDZDQFDUD (Kanigoro, 9 April 20100)

11 Gus Taki, ZDZDQFDUD (Kanigoro, 9 April 20100)

12 Mahbul, ZDZDQFDUD (Kanigoro, 9 April 20100)

Hari Jenis kegiatan Tempat

Senin Pengajian Rutin Ibu PKK Kec. Kanigoro Kab. Blitar

 Pengajian Khataman Al Qur’an Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Selasa Pengajian Muslimat Wilayah Utara Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Rabu Pengajian Yasinan Orang Dewasa Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Pengajian Thoriqoh Nafsha Bandhiyah Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Kamis Pengajian Yasinan Ibu Fatayan NU Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Pengajian Muslimat Wilayah Selatan Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Pengajian Rutin Pagi di Masjid Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Jum’at Pengajian Yasinan buat anak-anak Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Pengajian Baca Dhiba’ Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Sabtu Pembacaan Hadhroh Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Minggu Pengajian Kuliah Subuh di Masjid Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Sabtu pahing Reuni Haji Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Minggu wage Reuni Haji Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Tabel I
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�í���ó����×ª»��ü��æã�û��êàäË�ÊÄØç��å�´çû����ã��«�

êß�îËªó�¢ß�»�ªßí�í��ê��ÊÔ�èó�âàË 

³.DODX�PDQXVLD�PDWL��PDND�SXWXV�DPDOQ\D�NH�

FXDOL�WLJD�KDO�\DLWX�VHGHNDK�MDUL\DK��LOPX�EHUPDQIDDW��

GDQ�DQDN�\DQJ�VDOHK�\DQJ�PHQGR¶DNDQQ\D´���

Serta pada Firman Allah QS ; Ali Imran : 92 14.

CV� ��S Å�� R<V" �nª�Ù��� �³ �/ \O ��S Á�°Ý= É" ��- °% |ESz� °V Ê% � � W%XT ��S Á�°Ý= É" 

C°% 	ÄÔ³ [� �D̄ VÙ ���� � °O ¯� ³2j̄ WÆ §²«¨  

³,EDGDKPX� WLGDN� VHPSXUQD�� VHEHOXP� NDPX�

PHP�EHULNDQ� VHEDJLDQ� KDUWD�KDUWDPX� �$OODK� \DQJ�

PDKD�PHQJHWDKXL�´��

Diutarakankan juga “Dasar perbuatan wakaf 

me nurut saya sesuai dengan Hadits Rasulullah :

�ðà»�ò�èß��ð���êèË�Ì�ò¿�®äË�å��®äË�æ��Ì�ª�Ë�æË

Ì �ª×�Ý�ØÓ�®�ô§�æã�âì³����ã�Úàã�ª×�å�Ûí�âà³í�êôàË

å���©��ª×í�êà�ã��»��âß�û�ã���»� �®Ø�� �Ì�ðß��ê�

�®ä�ß��Þ�³í�Þ»÷��²�£�Ý�ØÓ�ðß�Ì� 

³6DKDEDW� 8PDU� PHQGDSDW� WDQDK� GL� .RWD�

.KDLEDU�� ODOX� EHUWDQ\D�5DVXO�� \D� 5DVXO�� VD\D�PHQ�

GD�SDW�NDQ� WDQDK� GL� .RWD� .KDLEDU�� WDQDK� LWX� VDQJDW�

VXEXU��DSD�\DQJ�PHVWL�VD\D�SHUEXDW"�5DVXO�PHQMDZDE�

��%LOD�NDPX�VHQDQJ��NDPX�WDKDQ�WDQDK�LWX��GDQ�NDPX�

VH�GH�NDKNDQ� KDVLOQ\D�� .HPXGLDQ� 8PDU� PHODNXNDQ�

6KD�GDTDK� GHQJDQ� WLGDN� GLMXDO�� GLKLEDKNDQ� GDQ� GL�

ZDULVNDQ�� 8PDU� EHUNDWD� VD\D� VHGHNDKNDQ� NHSDGD�

RUDQJ�RUDQJ�PLVNLQ��NHOXDUJD��WDPX��EXGDN�GDQ�\DQJ�

SHQJXUXV�WDQDK�ZDNDI�LWX��DVDO�VHPXD�LQL�WLGDN�GL�MD�

GLNDQ�XQWXN�PHQXPSXN�KDUWD��

Terkait statusnya sebagai wilayah yang mem-

punyai tingkat corak agama yang tinggi, me nge nai 

landasan perwakafan, masyarakat di Kec. Ka nigoro 

Kab. Blitar sedikit banyak mengetahui yang bisa 

dijadikan dasar hukum atas diberlakukanya per wa-

kafan. Hal ini dapat kita cermati dari pemaparan di 

atas yang diambil mulai dari kalangan warga biasa 

hingga pada kalangan pejabat KUA setempat

13 )LTLK�:DNDI� Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam ( Depag RI , tahun 2007), h : 12.

14 Departemen agama RI, $O�4XU¶DQ�'DQ�7HUMNHPDKDQQ\D�(Jakarta: Proyek 

Pengadaan kitab Suci AL-Qur’an, 1978/1979), 91.

15  

16  Mahbul, ZDZDQFDUD (Kanigoro, 9 April 20100)

Syarat Rukun Wakaf

Adapun dalam menanggapi adanya syarat rukun 

wakaf pada di wilayah Kec. Kanigor Kab. Blitar me-

nge mukakan

³0HQXUXW� UU  1RPRU� ��� 7DKXQ� �����

unsur  ZDNDI�DGD� ���:DNLI��1DG]LU��+DUWD�

EHQGD� ZDNDI�� NUDU� ZDNDI�� 3HUXQWXNDQ�

KDUWD� EHQGD� ZDNDI� GDQ� MDQJND� ZDNWX�

ZDNDI�� 'LPDQD� 6\DUDW� EDJL� EHUDNDO�

VHKDW�� GH��ZDVD� GDQ�  tidak berada di 

EDZDK�SHQJDPSXDQ��3DGD�%HQGD� yang  

GLZDNDINDQ� EHUODNX�V\DUDW���+DUXV�PHP�

SXQ\DL�QLODL�EDLN�SDGD�EHQGD�WHWDS�DWDX�

EHQGD�EHU�JHUDN�GDQ�WXMXDQ�KDUXV�VHVXDL�

GHQJDQ�6\DUL¶DW�,VODP�´��

Selanjutnya disambung oleh Bapak Mahbul 

³3HUXQWXNDQ� ZDNDI�  PHVWL� EHUXSD��

6DUDQD� LEDGDK�� NHJLDWDQ� SHQGLGLNDQ�

GDQ� NHVHKDWDQ�� DWDX� EXDW� NH��PDV�

ODKDWDQ� IDNLU� PLVNLQ�� NHPDVODKDWDQ�

PDV\DUDNDW� GHQJDQ� WLGDN� PHQ\HOHZHQJ�

GHQJDQ� V\DUL¶DK� DJDPD� GDQ� SHUDWXUDQ�

SHUXQGDQJ�XQGDQJDQ´��� 

Berikutnya menurutnya “lafadh ikrar berarti 

uca  pan yang tertulis atau  isyarat dari wakif untuk tu-

juan wakaf sesuai yang diinginkan wakif”19

Dalam menanggapi masalah syarat rukun wakaf 

di atas dapat dipahami bahwa dalam penjabaranya 

me  reka hanya menggunakan dasar UU No, 41 Tahun 

2004 tentang wakaf, yang mana persyaratan disini 

me m iliki 6 unsur, yaitu sesuai dengan pasal 6 yang 

ber bunyi “Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi 

unsur wakaf sebagai berikut: a) Wakif;  b) Nazhir; c) 

Harta Benda Wakaf; d) Ikrar Wakaf; e) Peruntukan 

harta, f) Jangka waktu wakaf”.  

Sedangkan pada wakaf berdasarkan pada Fiqh 

dan PP No. 1977 pasal 1 syarat rukun wakaf meliputi 

4 unsur, yaitu : (1) Wakif, (2) Mauquf, (3) Mauquf 

‘alaih, (4) Ikrar wakaf.

Tujuan Wakaf

Adapun mengenai tujuan dilaksanakanya per-

wakafan pada masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. 

Blitar mengutarakan beberapa pointnya, yaitu:

“Aku berwakaf untuk kesejahteraan warga dan 

ke mas la hatan umat”20, “Sewaktu saya ngaji dulu 

17 Lis, ZDZDQFDUD (Kanigoro, 10 April 2010)

18 Mahbul, ZDZDQFDUD�(Kanigoro, 10 April 2010)

19 Mahbul, ZDZDQFDUD�(Kanigoro, 10 April 2010)

20 Sahuri, ZDZDQFDUD (Kanigoro, 10 April 2010)
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wakaf itu untuk mendapatkan pahala yang akan terus 

me ngalir seperti Hadits dari Rasulullah”21, Mem per-

oleh keridhoan Allah22. Ada beberapa tujuan per wa-

kafan yang dapat kita maknai dari pemaparan ini, 

yaitu: (a) Untuk kesejahteraan , seperti (tempat) 

men dirikan masjid, sekolah, rumah sakit, (b) Untuk 

men dapatkan pahala yang terus meneurs, meskipun 

ke be radaan wakif sudah meninggal dunia, (c) Tujuan 

wakaf adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, 

dalam rangka beribadah kepada-Nya. seperti sama 

hal nya dengan zakat, wakaf merupakan iba dah ama-

liah berbentuk shadaqah jariyah yakni sha daqah yang 

terus mengalir pahalanya untuk orang yang me nye de-

kah kan selama barang atau benda yang di se de kah kan 

masih ada dan dimanfaatkan. Se bagai mana hadits 

Rasulullah saw. yang berbunyi:

�í���ó����×ª»��ü��æã�û��êàäË�ÊÄØç��á©��æ�����ã��«�

�êßîËªó�¢ß�»�ªßí�í��ê��ÊÔ�èó�âàË 

�âà´ã�é�í���������
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Tata Cara Perwakafan

Pada masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar ada 

beberapa bentuk tata cara perwakafan yang me reka ke-

mu kakan, yaitu:

³%DJL�RUDQJ�\DQJ�EHUZDNDI�KDUXV�RUDQJ�EDLN�

GDQ�GLODNXNDQQ\D�GHQJDQ�VXNDUHOD´�

³3HQHULPD� ZDNDI� KDUXV� MHODV� VWDWXV�

NHEHUDGDDQ\D´��

Dari pemaparan di atas dapat di jabarkan bahwa 

tata cara perwakafan yaitu harus melalui tahapan, 

yaitu 

Bagi orang yang berwakaf (wakif), disyaratkan 

bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat baik dan per-

buatan mewakafkan yang dilakukannya itu adalah se-

cara suka rela dan bukan karena ia dipaksa, seperti 

juga dengan disyaratkan bagi si penjual dan pembeli, 

maka yang dimaksudkan dengan “ahli berbuat baik” 

di sini adalah orang yang mempunyai akal (yaitu tidak 

gila atau tidak bodoh) tidak PXEDG]LU (karena harta 

orang mubazir berada di bawah penguasaan walinya), 

dan baligh.

21 Agus, ZDZDQFDUD (Kanigoro, 10 April 2010)

22 Agus, wawancara (Kanigoro, 10 April 2010)

23 Dikutip dari hasil wawancara dengan Bp. Sahuri selaku wakif pada tanggal 

10 April 2010

Untuk mewakafkan harta benda wakaf, maka 

di per lukan penjelasan atau keterangan tentang siapa 

yang diwakafkan benda wakaf tersebut, karena orang 

yang akan menerima benda wakaf yang diwakafkan 

oleh si wakif telah berada di tempat terjadinya per-

wakafan. Oleh karena itu, tidaklah sah wakaf suatu 

benda untuk seorang anak yang belum lahir, dan 

tidak lah dianggap sah wakaf kalau seseorang mi sal-

nya hanya dengan berkata: “Saya wakafkan rumah 

ini” karena ucapan ini tidak terang atau pun jelas pada 

siapa benda akan diwakafkan serta apa man faatnya 

me wa kafkan harta benda tersebut, maka kalau si pe-

ne rima harta wakaf itu adalah pihak-pihak ter tentu.

Penerapan Wakaf di Kec. Kanigoro kab. Blitar Se-

be lum Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf

Sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 ten-

tang wakaf, lahirlah peraturan lainya yang juga meng-

atur keberadaan wakaf tersebut yaitu diantaranya 

di ber lakunya PP No. 28 Tahun 1977, dimana dalam 

dalam Peraturan Pemerintah ini memberikan pe nger-

tiannya mengenai wakaf yang disebutkan dalam pasal 

1 ayat (1) yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan 

hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan 

se  bagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah 

milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya 

untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum 

lai nya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, 

de  ngan demikian manfaatnya juga harus dirasakan 

oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya 

maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif 

guna menjaga keeksisannya. Wakaf merupakan salah 

satu lembaga hukum Islam. Hukum Islam adalah suatu 

sistem hukum yang mendasarkan pada ajaran agama 

Islam. Agama Islam merupakan ajaran agama yang 

sem purna. Mengatur seluruh kehidupan alam se isi-

nya, termasuk mengatur kehidupan manusia. Dalam 

men  jalani kehidupannya manusia dapat memiliki 

harta, tetapi kepemilikan harta itu tidak mutlak. Harta 

adalah milik Allah SWT dan dititipkan kepada ma-

nusia yang dikehendaki-NYA. Harta yang dimiliki 

oleh umat Islam sebagian adalah hak dari manusia 

yang lemah. Oleh karena  itu Islam mengajarkan 

mem berikan sedekah, zakat dan wakaf terhadap harta 

yang dimiliki untuk kepentingan agama.

Perkembangan wakaf di Kec. Kanigoro Kab. 

Blitar dimulai dari adanya wakaf yang telah ada pada 

ma s  ya  rakat hukum adat, dimana hal ini dapat diartikan 

juga sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana 
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per buatan suatu barang/ barang keadaan telah telah 

di ke luarkan/ diambil kegunaannya dalam lalu lintas 

masya rakat semula, guna kepentingan seseorang/ 

orang ter tentu atau guna seseorang maksudnya/ tujuan/ 

barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati 

Sedangkan menurut Ter Haar, wakaf merupakan 

suatu perbuatan hukum yang rangkap maksudnya 

adalah perbuatan itu disatu pihak adalah perbuatan 

me  nge nai tanah atau benda yang menyebabkan obyek 

itu mendapat kedudukan hukum yang khusus tetapi 

di  lain pihak seraya perbuatan itu menimbulkan suatu 

badan dalam hukum adat ialah suatu badan hukum 

yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum se-

bagai subyek hukum.

Sesudah zaman kemerdekaan, selain untuk tem-

pat iba dah perwakafan di Kec. Kanigoro Kab. Blitar 

juga di fungsikan untuk tempat pendidikan, untuk 

fakir miskin, perkuburan, lembung desa, jalan umum, 

tugu pahlawan dan panti asuhan. Dari sini nampak 

ber macam-macam tujuan suatu perwakafan,  yang 

pada hakekatnya untuk kesejahteraan masyarakat, di-

mana hal ini dapat diartikan dengan beberapa makna 

yaitu untuk perjuangan kemerdekaan yang be rupa 

untuk makam pahlawan, untuk kesejahteraan ma sya-

rakat di bidang sosial ekonomi yang berupa untuk 

lembung desa, dan untuk menyemarakkan semangat 

patriotisme dalam melawan penjajah yaitu dengan 

mem bangun tugu pahlawan dan makam pahlawan.

Dari sini nampak peranan wakaf amatlah besar 

bagi kehidupan masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. 

Blitar lebih-lebih bagi perkembangan serta kemajuan 

di wilayah ini, di mana bisa diartikan kalau ada warga 

yang beragama Islam bersedia dengan hati ikhlas 

untuk mewakafkan harta bendanya menurut ke mam-

puan mereka atau kesanggupan yang mereka miliki, 

maka keadaan masyarakat, penduduk dan umat Islam 

se cara khusus akan bertambah maju dan berkembang 

dengan kehidupan secara aman, damai serta rukun 

dan sejahtera. 

Tampaknya kesemua ini tidak terlepas dari 

keten tuan ajaran agama yang memang di sini dirasa 

sangat kental, dimana ketentuan ajaran itu tujuannya 

adalah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. yaitu untuk mendapatkan kebaikan dan mengha-

rap kan ridha-Nya, di mana perbuatan me wa kaf kan 

harta ini adalah lebih utama dan jauh lebih besar pa-

ha la nya daripada bersedekah biasanya, ka rena sifat 

per buatan mewakafkan benda adalah ber sifat kekal 

dan pa halanya pun adalah lebih besar. Bisa di katakan 

pahala bagi orang yang mewakafkan harta ben danya 

akan mengalir terus ke pada siapa yang me wa kaf kan 

ter sebut. Walaupun yang mewakafkan hata benda itu 

telah meninggal dunia, sesuai dengan QS  

�í���ó����×ª»��ü��æã�û��êàäË�ÊÄØç��å�´çû����ã��«�

êß�îËªó�¢ß�»�ªßí�í��ê��ÊÔ�èó�âàË³ 

�³$SDELOD� PDWL� DQDN� DGDP� PDND� WHUSXWXVODK�

GDUL�SDG�D�Q\D�VHPXD�DPDOQ\D�NHFXDOL� WLJD�KDO�\DLWX�

VH�GH�NDK� MDULDK�� LOPX� EHUPDQIDDW�� GDQ� DQDN� \DQJ�

VDOHK�\DQJ�PHQGR¶DNDQQ\D´���

Berikut terkait dengan kondisi penerapan wa-

kaf nya di Kec. Kanigoro Kab. Blitar bisa dibilang 

sudah efek tif, dimana hal ini juga dibuktikan dengan 

tabel ke  be radaaan wakaf yang terjadi pada Kab. Blitar 

(Tabel II).

Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui data 

tanah wakaf tahun 2001 s/d tanggal 31 Desember 

2007 terdapat 904 bidang tanah wakaf dengan luas 

tanah 466.831,63 m2. Dari jumlah itu terdapat 136 

bidang tanah wakaf yang baru berdasarkan akta ikrar 

wakaf (seluas 36.268,36 m2) serta 32 bidang tanah 

wakaf yang belum diproses BPH (seluas 180,750 m2). 

Dari jumlah itu dapat diketahui bahwa terdapat 736 

bidang tanah wakaf dengan luas 430.382,52 m2 yang 

VXGDK�PHPSXQ\DL� VHUWL¿NDW�ZDNDI� ��$SDELOD� GL�Q\D�

24 )LTLK�:DNDI��2S��&LW�� 12.

No
Kabupaten 

/ Kota

JML. TANAH 
WAKAF

BARU BER  
AIW / APAIW

PROSES BPN
BELUM 

DIPROSES
KET.

BID.
LUAS 
(M2) BID. LUAS (M2) BID. LUAS BIDANG

LUAS 
( M2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BLITAR 904 466.831,63 136 36.268,36 - - 32 180.750

Tabel II

Data Tanah Wakaf Tahun 2001 s/d 31 Desember 2007 di Kab. Blitar

6XPEHU���'HSDUWHPHQ�$JDPD�5,�7DKXQ�����
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ta kan dalam presentase terdapat 18,58% yang masih 

EH�OXP�PHPSXQ\DL�VHUWL¿NDW�ZDNDI��6HGDQJNDQ�WDQDK�

ZDNDI�\DQJ�VXGDK�EHUVHUWL¿NDW�GL�ZLOD\DK�.DE��%OLWDU�

se besar 82,42 %. Jumlah itu menunjukkan bahwa 

ma sya rakat Kab. Blitar telah mematuhi ketentuan PP 

No. 28 Tahun 1977 dalam hal melakukan perwakafan 

ta nah miliknya.25

Adapun menurut data yang diambil dari tabel tata 

cara wakaf di KUA Kec. Kanigoro Kab. Blitar pada 

masa sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 

tentang wakaf, ada dua masa perwakafan yang sudah 

efek tif dilakukan yaitu masa sebelum berlakunya PP 

No. 28 Tahun 1977 dan masa sesudah berlakunya PP 

No. 28 Tahun 1977 “Dalam melaksanakan wakaf ma-

sya rakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar memakai ta-

hapan prosedur wakaf yang setelah berlakunya PP 

No. 28 Tahun 1977 seperti pada tabel diatas, jadi me-

reka sudah tidak memakai prosedur yang lama”

Dari paparan diatas dapat dikaji bahwa pe ne rapan 

wakaf sebelum diundangkanya UU No. 41 tahun 2004 

tentang wakaf pada wilayah masyarakat Kec. Kanigoro 

Kab. Blitar terdapat dua prosedur ta ha pan pelaksanaan, 

yaitu tata cara penerapan wakaf se belum dan sesudah 

berlakunya PP No. 28 Tahun 1977.

Adapun Pelaksanaan Perwakafan pada masa 

sebelum adanya PP No. 28 Tahun 1977 di Masyarakat 

Kec. Kanigoro Kab. Blitar mempunyai  prosedur ta-

ha pan sebagai berikut:26 (a) Sebuah keluarga se-

dang bermusyawarah untuk berwakaf tanah milik, 

(b) Kepala (selaku wakif), saksi dan nadzir pergi ke 

Kan tor KUA menghadap Kepala KUA selaku pejabat 

pem buat akta ikrar wakaf (PPAIW), (c) PPAIW me me-

riksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan 

nadzir, (d) Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan 

saksi-saksi dan PPAIW. Untuk selajutnya PPAIW 

mem buat akta ikrar wakaf (AIW) dan salinanya, (e) 

Wakif nadzir, dan nadzir pulang dengan membawa 

salinan AIW (W.2A), (f) PPAW atas nama nadzir 

me nuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kodya 

dengan membawa berkas permohonan pendaftar 

tanah wakaf dengan pengantar formulir W-7, (g) 

.DQWRU�3HUWDQDKDQ�PHPSURVHV�VHUWL¿NDW�WDQDK�ZDNDI��

�K��.HSDOD�.DQWRU�3HUWDQDKDQ�PHQ\HUDKNDQ�VHUWL¿NDW�

tanah wakaf kepada nadzir, dan selanjutnya ditujukan 

ke pada PPAW untuk dicatat pada daftar akta ikrar 

wakaf formulir W.4.

Sedangkan pelaksanaan perwakafan pada masa 

sesudah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 di Ma sya-

25 http://suhrawardilubis.multiply.com

26 Di peroleh dari data tabel di Kantor KUA Kec. Kanigoro Kab. Blitar yang 

Diterbitkan oleh Separtemen Agam RI

rakat Kec. Kanigoro Kab. Blitar mempunyai  prosedur 

tahapan sebagai berikut:27 (1) Nadzir atau tu runan 

nadzir, wakif atau turunan nadzir, masyarakat atau 

Kepala Desa pegi kekantor KUA menghadap PPAIW 

melaporkan tanah wakaf yang diketahuinya meng gu-

nakan formulir W.D, (2) PPAIW meneliti kebenaran 

tanah tersebut, dapat diyakini sebagai tanah wkaf 

atau bukan dan selanjutnya mengesahkan nadzir, 

(3) PPAIW membuat APAW (W-3) dan salinanya 

(W.3A), (4) Para pelapor atau nadzir dengan adanya 

mem bawa salinan APAIW (W.3A), (5) PPAW, atas 

nama nadzir menuju kantor pertanahan Kabupaten/ 

Kodya, dengan membawa permohonan pendaftaran 

tanah wakaf, dengan pengantar formulir W-7, (6) 

.DQWRU�SHUWDQDKDQ�PHPSURVHV�VHUWL¿NDW�WDQDK�ZDNDI��

����.HSDOD�.DQWRU�3HUWDQDKDQ�PHQ\HUDKNDQ�VHUWL�¿NDW�

tanah wakaf kepada nadzir dan selanjutnya di lan jut-

kan ditunjukkan kepada PPAW, untk dicatat pada akta 

peng ganti akta ikrar wakaf formulir W.4A. 

Penerapan Wakaf di Kec. Kanigoro Kab. Blitar 

Sesudah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf

Dalam perjalanannya adanya ketentuan PP No. 

28 Tahun 1977 ternyata dirasa masih kurang, lebih-

lebih setelah melihat kebutuhan masyarakat para 

calon wakif yang hendak melakukan wakaf dalam 

jumlah nominal yang terbatas, mengingat PP No. 28 

Tahun 1977 ini hanya membatasi obyek wakaf hanya 

pada tanah hak milik saja yang tidak mencakup harta 

lain nya yang dimiliki oleh wakif.

Perjuangan untuk membuat payung hukum 

ke giatan wakaf dalam bentuk Undang-undang 

terus di galakkan oleh berbagai kalangan. Akhirnya, 

pihak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-

Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2004. Peraturan perundang-undang tersebut antara 

lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tetap, 

dan benda tidak tetap dan uang. Hal ini dapat di lihat 

dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 s/d 

31 UU No 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 s/d 27 PP 

No 42 Tahun 2006. Dari keberadaan wakaf dengan 

MHQLV� LQL� GDSDW� WHULGHQWL¿NDVL� DGD� EHEHUDSD�PDQIDDW�

yang bisa dirasakan, diantaranya yaitu:28 (1) Wakaf 

uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang 

27 Di peroleh dari data tabel di Kantor KUA Kec. Kanigoro Kab. Blitar yang 

Diterbitkan oleh Separtemen Agam RI

28 http://meetabied wordpress.com/2009/10/30/tinjauan-tentang-perwakafan-

di-Indonesia
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yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai mem-

be rikan dana wakafnya tanpa harus menunggu men-

jadi tuan tanah terlebih dahulu,(2) Melalui wakaf 

tunai, aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong 

dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau 

diolah lahan pertanian,(3) Dana wakaf tunai juga 

bisa membantu sebagai lembaga pendidikan Islam 

\DQJ� FDVK� ÀRZQ\D� WHUNDGDQJ� NHPEDQJ� NHPSLV� GDQ�

menggaji civitas akademika ala kadarnya, (4) Pada 

gilirannya Insya Allah umat Islam dapat lebih man-

diri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa 

harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan 

Ne gara yang terbatas, (5)Siapapun Bisa. Kini, orang 

yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi 

kaya. Minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), anda 

sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf), dan 

PHQGDSDW�6HUWL¿NDW�:DNDI�8DQJ������-DULQJDQ�/XDV��

kapan pun dan di manapun anda bisa setor wakaf 

uang. Mudah bukan? Sebab, BWI telah bekerja-

sama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk 

me mudah kan penyetoran, (7) Uang Tak Berkurang. 

Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan 

berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan 

berkembang melalui investasi yang dijamin aman, 

dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung 

jawab, professional, dan transparan,(8) Manfaat ber-

lipat, hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk 

peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta ke-

sejah teraan masyarakat (VRFLDO� EHQH¿W),(9) Investasi 

Akhirat, manfaat yang berlipat itu menjadi pahala 

wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, 

se bagai bekal di akhirat.

Wakaf uang hukumnya adalah dibolehkan, 

dengan cara menjadikan uang sebagai modal usaha 

dan keuntungannya disalurkan pada penerima wakaf, 

hal ini didasari dengan adanya beberapa landasan 

GDODP�¿TK��\DLWX�GLDQWDUDQ\D29

Firman Allah QS Al Imran : 92

CV����S Å�� R<V"��nª�Ù�����³ �/ \O���S Á�°Ý= É"���- °%�|ESz� °V Ê%���� W%XT���S Á�°Ý= É"�

C°%�	ÄÔ³ [���D̄ VÙ�������°O ¯��³2j̄ WÆ�§²«¨��

³.DPX� VHNDOL�NDOL� WLGDN� VDPSDL� NHSDGD� NH�ED�

MLNDQ��\DQJ�VHPSXUQD���VHEHOXP�NDPX�PHQDINDKNDQ�

VH�ED�KDJLDQ� KDUWD� \DQJ� NDPX� FLQWDL�� GDQ� DSD� VDMD�

\DQJ�NDPX�QDINDKNDQ�0DND�6HVXQJJXKQ\D�$OODK�PH�

QJH�WDKXLQ\D´�

Firman Allah QS Al Baqarah: 261

Ä#V: �%�WÛÏ°��� ���WDS Á�°Ý= Äc�Ô2ÀIV�� XS Ù% U	�r̄Û�©#k ¯� \y������©#V9\- [�� R �� \O�

Õ0W) X��5 U	�\Ì×� \y��#̄�� X= \y�r ¯Û�©G#Å���
 V� È��<Ày�ÉR V}�� °K%��R ��\O�������XT�À�°È��² Äc�

C\- °��ÃÄ�� W�Rd�������XT�ÍÌ¦y�XT�Î2j̄ WÆ�§«¯ª¨��

�³3HUXPSDPDDQ��QDINDK�\DQJ�GLNHOXDUNDQ�ROHK��

RUDQJ�RUDQJ� \DQJ� PHQDINDKNDQ� KDUWDQ\D� GL� MDODQ�

$OODK�������DGDODK�VHUXSD�GHQJDQ�VHEXWLU�EHQLK�\DQJ�

PH�QXP�EXKNDQ�WXMXK�EXOLU��SDGD�WLDS�WLDS�EXOLU�VHUDWXV�

ELML��$OODK�PHOLSDW� JDQGDNDQ� �JDQMDUDQ�� EDJL� VLDSD�

\DQJ�GLD�NHKHQGDNL��GDQ�$OODK�0DKD�OXDV��NDUXQLD�

1\D��ODJL�0DKD�0HQJHWDKXL´�

Wakaf uang mampu membuka peluang yang 

unik untuk menciptakan investasi guna memberikan 

pe layanan keagamaan, layanan pendidikan, dan 

layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat 

29 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam, 3HGRPDQ�3HQJHORODDQ�:DNDI�7XQDL� (Jakarta: 2007), 16

Tingkat Penghasilan 
/ bulan

Jumlah Muslim
Tarif Wakaf/

bulan
Potensi Wakaf 
Tunai / bulan

Potensi Wakaf 
Tunai / tahun

Rp 500.000 4 juta Rp 5000,- Rp 20 Milyar Rp 240 Milyar

Rp 1 juta –Rp 2 juta 3 juta Rp 10.000 Rp 30 Milyar Rp 360 Milyar

Rp 2 juta – Rp 5 juta 2 juta Rp 50.000 Rp 100 Milyar Rp 1,2 Triliun

Rp 5 juta- Rp 10 juta 1 juta Rp 100.000 Rp 100 Milyar Rp 1,2 Triliun

Total Rp 3 Triliun

Tabel III

Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia
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di manfaatkan dengan menukarkannya dengan &DVK�

:DTI� &HUWL¿FDWH��Hasil pengembangan wakaf yang 

GLSHUROHK�GDUL�VHUWL¿NDW�WHUVHEXW�GDSDW�GLPDQIDDWNDQ��

untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti 

tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari 

&DVK�:DTI�&HUWL¿FDWH adalah bahwa dia dapat meng-

u bah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf 

seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.30

Dalam hal ini Mustafa Edwin Nasution pernah 

me  la kukan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim 

kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa 

dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) - Rp  10.000.000,00 

(se puluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan 

sebagai berikut (Tabel III)31. 

Pertama apabila umat Islam yang berpeng ha-

si lan Rp500.000,00 sejumlah 4 juta orang dan setiap 

tahun masing-masing berwakaf sebanyak Rp60.000,00 

maka setiap tahun terkumpul Rp240.000.000.000,00, 

ke dua apabila umat yang berpenghasilan antara  

Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 sejumlah  3 juta 

orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf 

Rp120.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana se-

banyak Rp360.000.000.000,00.

 .HWLJD apabila umat yang berpenghasilan 

Rp2.000.000,00 - Rp5.000.000,00 sejumlah 2 juta 

orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf 

Rp600.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana 

sebanyak Rp1.200.000.000.000,00, dan NHHPSDW 

apabila umat yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 

- Rp10.000.000,00 sejumlah 1 juta orang dan setiap 

tahun masing-masing berwakaf Rp1.200.000,00 

maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak 

Rp1,200.000.000.000,00. 

Dengan demikian wakaf yang terkumpul se-

lama satu tahun sejumlah Rp3.000.000.000.000,00. 

Ber dasarkan contoh perhitungan di atas maka terlihat 

bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi dana 

wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan 

lem baga wakaf. Yang menjadi masalah, uang tersebut 

tidak dapat langsung diberikan kepada mauquf ‘alaih, 

tetapi nazhir harus mengelola dan mengembangkannya 

ter lebih dahulu. Yang harus disampaikan kepada 

mauquf ‘alaih adalah hasil investasi dana Rp.3 triliun 

ter sebut, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak 

boleh berkurang sedikit pun.32

Wakaf uang bisa diberikan oleh siapa saja tanpa 

30 http://abdullah-ubaid.glogspot.com/2008/04/membangkitkan-perwakafan-

di-Indonesia

31 Ibid

32 http://abdullah-ubaid.glogspot.com/2008/04/membangkitkan-perwakafan-

di-Indonesia

harus menunggu kaya. Wakaf uang akan tetap dan di-

kelola secara transparan dan aman.

Indonesia memiliki peran besar dalam me ngem-

bang kan wakaf uang. Sudan dan Bangladesh sudah 

m e mi liki bank khusus wakaf.

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana 

bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana 

ma yoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk 

me wujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya 

pe ngenalan tentang arti penting wakaf uang sebagai 

sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para 

usah a wan (HQWUHSUHQHXUV) dan anggota masyarakat 

dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara 

Islam perlu dilakukan secara intensif.33

Namun kiranya semua pemaparan diatas belum 

bisa diberlakukan di Kec. Kanigoro Kab. Blitar, 

dimana hal ini terbukti dengan tidak adanya satu 

perwakafan pun pendataan di KUA setempat yang 

mencatat adanya wakaf jenis tersebut, yang di da-

sari dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 

tentang wakaf. Dari sini peneliti berpendapat bahwa 

HIHNWL¿WDV�ZDNDI�GL�.HF�.DQLJRUR�.DE��%OLWDU�VHWHODK�

ber lakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

benda bergerak belum bisa di terapkan.

Kesimpulan 

Penerapan wakaf pada masyarakat di Kec. 

Kani goro Kab. Blitar sebelum berlakunya UU No. 

41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pada berlakunya 

PP No. 28 Tahun 1977 bisa diterapkan di lapangan, 

baik dalam pelaksanaan pengadaannya ataupun dari 

segi mentaati aturannya yang dalam hal ini adalah 

DWXUDQ�PHQVHUWL¿NDWNDQ�WDQDKQ\D��GL�PDQD�KDO�LQL�ELVD�

diketahui dari keberadaan tabel wakaf yang di tunjuk-

kan terhitung dari Tahun 2001 s/d Tanggal 31 De sem-

ber Tahun 2007, yang terdapat 904 bidang tanah wakaf 

dengan luas 466.831,63 m2, dan dari sini terdapat 736 

bidang tanah wakaf dengan luas 430.382,52 m2 yang 

VXGDK�EHUVHUWL¿NDW��GDUL�NHDGDDQ�LQL�ELVD�GDUWLNDQ�MXJD�

bahwa Pada wilayah Kec. Kanigoro Kab. Blitar ter-

hitung dari Tahun 2001 s/d 31 Desenber 2007 terdapat 

82,42% telah mematuhi keberadaan PP No. 28 Tahun 

1977. Namun berkaitan dengan berlakunya UU No. 

41 Tahun 2004 tentang wakaf khususnya pada wakaf 

benda bergerak pada wilayah Kec. Kanigoro Kab. 

Blitar ini bisa dibilang belum efektif sama sekali, di-

mana hal ini juga ditunjukkan dengan belum ada nya 

catatan sama sekali dalam KUA wilayah Kec. Ka ni-

goro Kab. Blitar tentang perwakafan tersebut, juga 

33 http://abdullah-ubaid.glogspot
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ter cermin dari argumen-argumen penduduknya yang 

masih bersifat asing atau kurang dikenal di kalangan 

mereka tentang perwakafan tersebut. 

Saran

Yang harus dimengerti oleh Pemerintah bahwa 

dengan pengaruh yang dialami oleh perkembangan 

dan pembentukan hukum di negara Indonesia maka 

perlu untuk menyusun kekuatan tata aturan atau per-

undang-undangan hukum yang wajib dipedomani, 

selain itu pula haruslah dapat mengimbangi adanya 

etika hukum yang berlaku yaitu baik dan buruknya, 

adil atau tidaknya, cocok atau tidaknya dan segala 

bentuk pengembangan kebutuhan masyarakat, oleh 

karena itu maka ada hubungannya dengan ditaati atau 

tidak nya hukum itu dalam suatu kondisi masyarakat.

Jadi ketaatan pada hukum yang berlaku, erat 

kaitan nya dengan kesadaran hukum, karena tanpa 

ke sadaran hukum sukar diharapkan orang akan taat 

akan hukum tetapi semakin tinggi tingkat kesadaran 

hukum seseorang semakin tinggi pula ketaatannya 

pada hukum. Sebaliknya kesadaran hukum yang 

rendah akan mengakibatkan kurangnya kepatuhan 

atau ketaatan terhadap hukum.

Dalam kenyataannya kesadaran hukum akan ter-

bina dengan baik apabila hukum yang diciptakan ter-

sebut sesuai dengan perasaan dan keyakinan religius, 

yang mayoritas beragama Islam, maka setiap norma 

hukum yang diciptakan harus diusahakan tidaklah ber-

tentangan dengan adanya keyakinan masyarakat ter-

hadap ajaran agama yang dianutnya dan adapun per-

aturan hukum yang bertentangan dengan keyakinan 

mereka maka kesadaran hukum pasti tidak dapat ber-

jalan lancar.

Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum 

nasional tidak dapat dihindari bahwa materi hukum 

Islam harus pula diperhatikan demi ketertiban di 

dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Me-

nyia- nyiakan keyakinan dan kesadaran hukum maka 

ma sya rakat akan dapat menimbulkan keresahan yang 

akan berpengaruh terhadap stabilitas masyarakat ter-

sebut.
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